BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat saat ini menjadi
sorotan bagi publik sehingga menuntut pemerintah agar melaksanakan tugas
dengan baik, nyata, dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja secara luas, agar
dapat dilihat dan diakses oleh publik. Pecapaian kinerja suatu organisasi agar
menjadi pencaipan yang baik, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang
telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus
dipertanggungjawab (Mahsun, 2016:23). Untuk mengetahui tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program berhasil atau tidaknya diperlukan
pengukuran Kkinerja sebagai alat ukur. Pengukuran kinerja membantu pejabat
pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan membantu
warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah
setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut (Ulum,
2017:30)

Pengukuran kinerja yang baik bagi pemerintah adalah apablia pemerintah
tersebut mampu mengelola pemerintahan tersebut agar dapat memberikan
kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Kinerja instansi
pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas, dan juga
transparansi. Memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen
kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada
terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan
keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah yang baik dan
berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam
pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan Kinerja
pemerintah daerah (Siregar, 2017:44). Kemudian dalam melaksanakan
akuntabilitas publik, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan

informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik (Halim, 2016:47).



Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent)
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk
meminta pertanggungjawaban tersebut (Renyowijoyo, 2013:77). Akuntabilitas
publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses
penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-
benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.
Laporan hasil kerja pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai
oleh pengguna laporan tersebut untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam
membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai
hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan
pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal
ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang accountable untuk memberikan penjelasan
atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil
usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian
suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas
pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada
rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan
sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Selain akuntabilitas diperlukan juga transparansi dalam kinerja pemerintah.
Selain itu tuntutan sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi
dan informasi terhadap masyarakat dalam rangka memenuhi hakhak Publik dalam
halnya pengelolaan anggaran. Transparansi dapat diartikan memberikan informasi
yang terbuka, yang sesuai dan jujur kepada publik sesuai dengan perundang-
undanga (Wahid, 2016). Transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah
merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan
dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual
dan faktual. Permasalahan yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah
adalah buruknya Kkinerja pelayanan publik. Keluhan masyarakat beberapa tahun

terakhir yang berkaitan dengan penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik



yang menduduki peringkat pertama masih keluhan mengenai kinerja pemerintah
daerah.

Sebagai instansi pemerintah, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah (BPKAD) kota Palembang dinilai memiliki kinerja yang berorientasi pada
kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap
dengan lingkungannya, dengan memberikan pelayanan yang baik secara
akuntabilitas, transparan dan berkualitas, akuntabilitas menjadi sangat penting
untuk diperhatikan mengingat BPKAD kota Pelambang memegang amanat untuk
mengelola keuangan dan aset yang sejatinya rentan mengundang isu-isu yang
kurang baik, oleh karena itu BPKAD kota Palembang harus mamperhakankan
akuntabilitas demi pandangan baik publik atas Kkinerja mereka. Untuk
melaksanakan dan membangun prinsip tata kelola pemerintah yang baik tidaklah
mudah. Ini memerlukan waktu yang lama serta usaha yang terus menerus. Selain
itu, dalam implikasinya membutuhkan komitmen dan optimisme besar, untuk itu
BPKAD harus memiliki good government dan dituntut untuk selalu
memperhatikan dan memperbaiki sistem birokrasinya sehingga mereka lebih
berdaya guna, berhasil dan bertanggungjawab serta dipercaya oleh publik. Selama
ini pengukuran kinerja intasi pemerintah belum cukup representative untuk
menunjukan transparansi dan akuntabilitas mereka, karena hal itu hanya
mengukur kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya input terutama
anggaran-ang garanmya.

Hal di atas dapat dibuktikan dengan adanya temuan fenomena secara
langsung tentang BPKAD yang telat memberikan tunjangan prestasi pegawai
(TTP), terhitung dari Desember 2020 hingga Januari 2021, Tunjangan Prestasi
Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup pemerintah kota
Palembang saat itu belum dicairkan, menurut pihak BPKAD keterlambatan
tersebut dikarekan mereka masih perlu fokus untuk mempelajari sistem dengan
menggunakan aplikasi sedangkan seluruh APD kota Palembang harus mendata
ulang untuk diajukan ke BPKAD kota Palembang, sehingga pihak BPKAD
memutuskan untuk berfokus kepada hal tersebut terlebih dahulu, karena hal ini

Kinerja dari intasi tersebut harus dipertanyakan kualitasnya, namun hal ini juga



harus dipertimbangkan karena akan berdampak baik bagi pembentukan sistem
akuntabilitas agar lebih mudah dikonsumsi oleh halayak umum.

Pada kasus lain pemerintah kota Palembang akan memangkas alokasi dana
kelurahan sebesar 50%, ada 107 kelurahan yang akan mendapakatkan alokasi
dana tersebut, mengenai hal ini BPKAD beralasan bahwasannya anggaran untuk
kelurahan tidak lagi disuport oleh anggaran pusat jadi murni dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD), pada tahun ini jumlah anggaran yang
akan diterima setiap kelurahan hanya 100 juta dipangkas 50% dari anggaran awal
yaitu sebesar 200 juta. Namun hal tersebut masih maih menunggu pengesahan
DPA agar bisa digunakan oleh keluharan masing-masing, namun harus mengikuti
aturan permendagri, diantaranya untuk pembangunan dan perbaikan lingkungan
(Https//sumselupdate.com, n.d.).

Penerapan transparansi pada setiap perangkat daerah dinilai belum
maksimal. Hal ini disebabkan banyak akses internet yang tidak dapat digunakan
oleh masyarakat luas, sehingga ketika masyarakat membutuhkan informasi
tersebut masyarakat harus ke kantor terlebih dahulu. Dikatakan transparan apabila
dalam menjalankan pemerintahannya semua informasi umum harus mudah
diakses atau diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa memantau
sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah. Maka dari itu untuk meningkatkan
Kinerja pemerintah yang baik perlu dilakukannya keterbukaan informasi yang
relevan dan akurat. Pemerintahan yang transparan dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dalam hal langkah yang
diambil untuk pihak Pemerintah adalah dengan melanjutkan upaya untuk
membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif sehingga
dalam kinerja pemerintah diharapkan meningkat. (Lismareta, Kasubbag
kepegawaian)

Masyrakat masih mempertanyakan pertanggungjawaban pemerintah daerah
dalam hal anggaran dan realisasi yang mereka capai dalam setiap kegiatan, karena
karena ketika dipertanyakan tentang hal tersebut, pemerintah selalu memberikan
penjelasan pada masyarakat yang kurang bisa diterima oleh akal atau sulit dicerna

oleh masyarakat. Menyebabkan masyarakat kurang yakin atas pendapat yang



diberikan oleh pemerintah setempat, sehingga membuat masyarakat tidak puas
atas pertanggungjawaban yang diberikan pihak pemerintah atas kegiatan yang
diselenggaran dengan anggaran dana yang tidak terhitung nilainya. (Lismareta,
Kasubbag kepegawaian)

Penelitian dari (Putra, Novriansyah, 2016) menunjukkan bahwa
akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
pemerintah daerah, namun berbeda dari Penelitian (Turalaki, 2017) yang
menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kkinerja
pelayanan didinas pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan.

Penelitian dari (Putra, Novriansyah, 2016) menunjukkan bahwa transparansi
memiliki pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah,
sedangkan penelitian dari (Restu, 2019) menunjukkan bahwa transparansi
pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja
pemerintah Provinsi Bengkulu

Berdasarkan konsep pemikiran dan fenomena yang telah dijabarkan
sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui
tentang akuntabilitas, transparansi, dan kinerja instansi dengan judul “Pengaruh
Akuntabilitas dan Tranparansi Terhadap Kinerja Instansi pada BPKAD
Kota Palembang”

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka perumusan masalah

penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimanakah akuntabilitas berpengaruh terhadap Kkinerja instansi
BPKAD kota Palembang?
2. Bagaimanakah transparansi berpengaruh terhadap Kkinerja instansi
BPKAD kota Palembang?
3. Bagaimanakah akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama
terhadap kinerja instansi BPKAD kota Palembang?



1.3 Batasan masalah
Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan permasalahan yang

dihadapi maka penulis memfokuskan pada faktor yang mempengaruhi kinerja
Instansi, dangan memperhatikan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini
dilakukan pada BPKAD kota Palembang pada bulan April-Juli tahun 2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan
1.4.1 Tujuan Penulisan
Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan penulis

adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh akutabilitas terhadapa kinerja BPKAD kota
Palembang
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja BPKAD kota
Palembang
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara
bersama-sama tarhadap kinerja instansi pada BPKAD kota Palembang

1.4.2 Manfaat Penulisan
Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri
dari sebagai berikut:
1. Bagi peneliti : dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan,

khususnya mengenai akuntabilitas dan transparansi terhadap Kkinerja
BPKAD kota Palembang

2. Bagi BPKAD : dapat dijadikan masukan untuk perencanaan dan evaluasi
program khususnya pada sistem kinerja

3. Bagi Almamater : dapat digunakan sebagai penambahan referensi di
perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi yang berminat
menulis tentang akuntabilitas, transparansi serta kaitannya dengan kinerja

instansi






